PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 14/SB/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK DISEPAKATI MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

a. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan
secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna tanggal 28
Juli 2023;

b. bahwa Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rekyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan
menjadi  Prioritas dan plafon Anggaran Sementara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarean Negara
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Repsublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6757 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi "
Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160. Tambahan Lembaran Ne oars
Republik Indonesia Nomor 6806); .

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

4502), sebagaimana telah diubah dengan Pera
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubsz
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten :
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Taht
2005 tentang Informasi Keuangan Daerah T
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaig
5155); e



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

11 23

L2

13.

14.
15.

16.

37

18.

Menyetujui Rancangan Prioritas dan Plafon
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024
disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Semx
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi $
Barat Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Pemerintah Nomeor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara chubliklndoneo'mﬂonlxsmﬂ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322); 5
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tabun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 80}; 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prowinsi
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumate:
Barat.

Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan
Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Priorit:
Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapats
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun An

2024 tanggal 11 Agustus 2023; 3

Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumate: A
terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Ar
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 204
disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Pe:
Rakyat Daerah tanggal 14 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disetujui

. Apabila terdapat keleliruan dan kesalahan dalam keputusan

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
iy imaksud

Tahun Anggaran 2024 yang disetujui gebagaimana d :
pada diktum KESATU selanjutnya dituangkan dalam Nota

Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur
dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepatan

Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA

SUPARDI



